
 

 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang 

berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan 

hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada 

masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Polri sebagai 

alat pemerintah, alat negara, yang diadakan untuk memelihara ketertiban umum di 

dalam negeri dan menindak pelaku-pelaku yang dianggap melakukan kejahatan, 

selain itu mempertahankan negara dari musuh yang mengancam keamanan 

negara, baik dari pihak negara lain  maupun dari pihak-pihak di dalam negara 

sendiri.
1
 

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan 

tugasnya dilapangan sering dihadapkan pada situasi, kondisi atau permasalahan 

yang mendesak, sehingga perlu melaksanakan penggunaan kekuatan dalam 

tindakan Kepolisian. Petugas-petugas Kepolisian dibebani dengan tanggung jawab 

khususnya untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani tindakan-

tindakan kejahatan, perencanaan atau kebijakan penanggulangan kejahatan yang 

dituangkan dalam peraturan perundang-undangan meliputi : Perencanaan atau 
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kebijakan tentang perbuatan-perbuatan terlarang apa yang ditanggulangi karena 

dipandang membahayakan atau merugikan, serta perencanaan atau kebijakan 

tentang sanksi apa yang akan dapat dikenakan terhadap pelaku perbuatan terlarang 

itu ( baik berupa pidana atau tindakan ) dan sistem penerapannya.
2
 

 

Tugas dari Kepolisian di bidang penegakkan hukum adalah penegakkan 

hukum di bidang peradilan pidana ( dengan sarana penal ) dan penegakan hukum 

dengan sarana non penal. Tindakan tersebut ditujukan, baik terhadap pelaku 

kejahatan maupun dalam bentuk upaya pencegahan kejahatan agar anggota 

masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tenteram. Masih 

terdapat komponen-komponen lain yang bertugas dalam penegakkan hukum, 

antara lain lembaga-lembaga kejaksaan, pengadilan, dan lembaga 

pemasyarakatan. Keempat komponen ini diharapkan bekerja sama membentuk 

apa yang dikenal dengan nama criminal justice system. 

 

Polisi pada hakikatnya harus berwajah ganda, dalam upaya memerangi 

kejahatan ( fight crime ) dia harus bertindak keras, namun dalam membina, 

membimbing dan mengayomi masyarakat dia harus berwibawa, sabar, dan murah 

senyum. Memerangi kejahatan, menindak pelanggar hukum atau penegakan 

hukum pada umumnya, Polri harus selalu mematuhi peraturan dan hukum yang 

sangat ketat, hal ini dilakukan supaya dalam melaksanakan tugas penegakan 

hukum tidak bertindak secara sewenang-wenang, dan tugas ini merupakan suatu 

tugas represif, yang berupa upaya paksa, memaksa individu untuk melakukan atau 
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tidak melakukan sesuatu, yaitu digeledah, ditangkap, ditahan dan sebagainya, 

termasuk penggunaan senjata api dalam melakukan penegakan hukum. Dalam 

peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang penggunaaan kekuatan dalam 

tindakan kepolisian. 

 

Upaya paksa atau tindakan lain yang dilakukan secara bertanggung jawab 

menurut hukum yang berlaku untuk mencegah, menghambat, atau menghentikan 

tindak pelaku kejahatan yang mengancam keselamatan, atau membahayakan jiwa 

raga, harta benda atau kehormatan, kesusilaan, guna mewujudkan tertib dan 

tegaknya hukum serta penegakan hukum, khusus untuk penggunaan senjata api 

tersebut, sampai sekarang masih banyak pendapat yang pro dan kontra terhadap 

penggunaan senjata api tersebut hal ini diatur dalam pasal 8 Peraturan Kapolri 

Nomor 1 tahun 2009. Tetapi tugas yang dilakukan tersebut tidak mengharuskan 

Polri berbuat sewenang-wenang, dikarenakan terdapat berbagai aturan yang 

membatasi tugas dan tindakan Polri dalam tugas represif tersebut. 

 

Anggota Polri diberikan batasan agar tidak bertindak sewenang-wenang 

dalam upaya penegakan hukum maka setiap tindakan harus berpedoman kepada 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ) Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Kepolisian  ( Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2002 ) kedua undang-undang tersebut tersimpan semangat jaminan 

perlindungan hak asasi manusia terutama orang-orang yang terlibat di dalamnya. 

Tidak menutup kemungkinan dalam menjalankan tugas penegakan hukum pidana 

terdapat aparat ( oknum ) Polri yang melanggar hukum yang mengakibatkan hak 
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asasi manusia dilanggar, seperti banyaknya kasus kekerasan yang dilakukan oleh 

oknum polisi terhadap pelaku tindak pidana, baik pada saat dilakukan 

penangkapan maupun dilakukan pemeriksaan ataupun penahanan.  

 

Tindakan Polri di luar hukum tersebut dapat dikenakan sanksi yang sangat 

berat, baik sanksi disipilin dari instansi sendiri ( sanksi dari atasan ), sanksi 

hukum, sanksi masyarakat melalui upaya praperadilan.
 3

Sehingga dalam hal ini 

tugas Polri harus menganut asas legalitas, yaitu Polri harus mematuhi dan 

melaksanakan KUHAP atau undang-undang yang berlaku dengan baik, sehingga 

perilaku Polri lebih diwarnai dan lebih bernuansa HAM. 

 

Tugas yang harus dilaksananakan oleh Polri adalah melakukan kegiatan 

preemtif, preventif hingga represif yang dirumuskan dalam bentuk penugasan, 

menjaga keamanan dan ketertiban umum. Menjaga keamanan dapat diartikan 

bebas dari gangguan atau perlindungan, dalam kamus besar bahasa Indonesia, 

aman diartikan sebagai bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, terlindung, atau 

tersembunyi, tidak dapat diambil orang, pasti, tidak meragukan, tidak 

mengandung resiko, tentram, tidak merasa takut atau khawatir.  

 

Kabupaten Tulang Bawang sebagai salah satu kabupaten di provinsi 

Lampung yang merupakan kabupaten dengan tingkat kriminalitas pencurian 

dengan kekerasan yang sangat tinggi. Tingkat perekonomian masyarakat yang 

semakin meningkat yang dapat di lihat dengan semakin banyaknya pembangunan. 

                                                           
3
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Dahulu Tulang Bawang dikenal sebagai daerah yang relatif aman dan tenteram, 

dikarenakan masih sangat minimnya angka kriminalitas yang terjadi.  

 

Seiring perkembangan zaman, Tulang Bawang mengalami pula berbagai 

macam permasalahan sosial dan politik akibat krisis ekonomi serta menurunnya 

tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan, baik 

aparatur pemerintah maupun pelaku dunia usaha, dan permasalahan kemiskinan 

sampai tindakan kriminal yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan. Kejahatan 

merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang. Kondisi pelaku 

kejahatan sering kali dapat dipengaruhi oleh tingkat perekonomian, pendidikan 

serta iman yang lemah sehingga dengan mudah melakukan tindak kejahatan. 

 

Tingginya tingkat kejahatan pencurian dengan kekerasan yang terjadi 

merupakan ancaman dan tantangan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, 

yang pada gilirannnya menghambat usaha-usaha pembangunan untuk mencapai 

kesejahteraan masyarakat dimana pada tahun 2012 terdapat 668 kasus dan 

meningkat menjadi 672 kasus pada tabun 2013. Khusus di Tulang Bawang, tindak 

pidana pencurian dengan kekerasan  adalah merupakan tindak pidana yang cukup 

tinggi kualitas dan kuantitasnya bila dibandingkan dengan tindak pidana yang 

lainnya.  Pencurian dengan kekerasan secara kualitatif dapat menimbulkan 

kerugian yang diderita oleh masyarakat, yaitu kerugian secara ekonomis (materi) 

dan kerugian secara psikologis (keadaan kejiwaan dari masyarakat yang dilakui 

perasaan susilanya dengan kejahatan itu). Oleh karena itu pencurian dengan 

kekerasan ini  harus ditanggulangi secara serius dalam penangananya.  
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Kegiatan Preemtif dan Prefentif lebih dikedepankan sebagai upaya untuk 

pelayanan Polri dan peran serta masyarakat dalam mengamankan diri sendiri, 

lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat, selain itu juga tidak 

mengesampingkan kegiatan represif  karena hal ini untuk memberikan 

perlindungan hukum kepada warga masyarakat yang menjadi korban kejahatan 

gangguan kamtibmas. 

 

Polri dibebani tugas melakukan pembinaan Kamtibmas yang diperankan 

oleh Babinkamtibmas sebagai ujung tombak terdepan. Pendekatan demikian 

memposisikan masyarakat seakan-akan hanya sebagai obyek dan polisi sebagai 

subjek yang "serba lebih" sehingga dianggap figur yang mampu menangani dan 

menyelesaikan segenap permasalahan Kamtibmas yang dihadapi masyarakat. 

 

Terdapat kecenderungan bahwa masyarakat lebih menginginkan 

pendekatan-pendekatan yang personal dan menekankan pemecahan masalah dari 

pada sekedar terpaku pada formalitas hukum yang kaku. Dalam bidang penegakan 

hukum terutama yang menyangkut pertikaian antar warga, penyelesaian dengan 

mekanisme informal dipandang lebih efektif dari pada proses sistem peradilan 

pidana formal yang acapkali kurang memberikan peranan yang berarti bagi 

korban dalam pengambilan keputusan penyelesaian masalah yang dideritanya. 

 

Kepolisian Negara Republik Indonesia secara resmi menerapkan model 

Polmas atau "Perpolisian Masyarakat" yang merupakan perpaduan serasi antara 

konsep community policing yang diterapkan di beberapa negara luar dengan 

konsep Bimmas pada tanggal 13 Oktober 2005 dengan diterbitkannya Surat 
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Keputusan Kapolri dengan Nomor; Skep./737/X/2005. Dengan terbitnya Skep 

tersebut secara resmi Kepolisian Negara Republik Indonesia menerapkan model 

community policing khas Indonesia dengan nama atau sebutan Polmas. 

 

Polmas merupakan model penyelenggaraan fungsi kepolisian yang 

menekankan pendekatan kemanusiaan (humanistic approach) sebagai perwujudan 

dari kepolisian sipil dan yang menempatkan masyarakat sebagai mitra kerja yang 

setara dalam upaya penegakan hukum dan pembinaan keamanan dan ketertiban 

masyarakat. 

 

Konsep Polmas yang dikembangkan sekarang ini sesungguhnya adalah 

penyempurnaan dari konsep yang sudah ada. Penyempurnaannya terletak pada 

keterlibatan dan peran warga masyarakat dalam melaksanakan seluruh kegiatan 

yang diprogramkan. Masyarakat tidak hanya menjadi obyek kegiatan kepolisian, 

tetapi bersama-sama dengan polisi melaksanakan kegiatan kepolisian. Dengan 

model Polmas ini polisi dan masyarakat dalam wadah FKPM (Forum Kemitraan 

Polisi dan Masyarakat) secara bersama-sama mengidentifikasi, menganalisis 

permasalahan, merencanakan kegiatan dan melaksanakannya. 

 

Salah satu cara yang efektif sebagai upaya untuk membangkitkan peran 

serta masyarakat dalam bidang keamanan adalah dengan melakukan kegiatan 

tatap muka dan selalu koordinasi sebagai wujud pendekatan Polri dalam 

meningkatkan pelayanan yang Optimal kepada warga masyarakat. Pendekatan 

bisa dilakukan secara umum kepada semua lapisan masyarakat maupun Badan 

Usaha / Obyek Vital. Sasaran pengamanan Obyek Vital yang menjadi perhatian di 
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wilayah hukum Polres Tulang Bawang disamping Kantor Bank, Pegadaian, 

Pertokoan. 

 

Berpijak dari kenyataan ini penulis akan menggali, mengkaji, kemudian 

akan mengadakan penelitian untuk mendapatkan informasi, data dan kesimpulan 

mengenai Peranan Polri dalam Menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif, 

terhindar dari rasa takut dan khawatir akan terjadinya gangguan keamanan dan 

ketertiban masyarakat terutama dari gangguan tindak pidana pencurian dengan 

kekerasan (curas), dengan judul "Kebijakan Polri Dalam Menanggulangi Tindak 

Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Polres Tulang Bawang". 

karena menurut sepengetahuan penulis Tindak Pidana Pencurian dengan 

kekerasaan adalah suatu kejahatan konvensional tetapi sampai saat ini masih 

memerlukan penanganan teknis yang cukup tinggi penanggulangan dan 

pencegahannya. Bahkan akhir-akhir ini warga Tulang Bawang digemparkan 

dengan  kasus besar tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh 

Bank BRI cabang Rawajitu, kabupaten Tulang Bawang dengan total kerugian 

kurang lebih sekitar 7 ( tujuh ) miliyar rupiah. Dengan kesigapan Satuan Reserse 

Kriminal Polres Tulang Bawang sehingga kejadian pencurian dengan kekerasan 

tersebut langsung terungkap dalam waktu kurang dari 1 x 24 jam. 
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Tabel I 

Perbandingan Kasus Menonjol Tahun 2012 Dan 2013 

 

No Tindak Pidana  
Tahun 2012 

Tahun 

2013 Keterangan 

JTP PTP % JTP PTP 
1 

 

Curanmor 641 111 17,32 

 

643 132 21,50% JTP naik 2 

Kasus, PTP naik 21 ks 

2 Curras 668 412 61,68 672 469 69,79% JTP naik 4 kasus, 

PTP naik 57 kasus 

3 Currat 71 53 74,65 51 43 84,31% JTP turun 20 kasus, 

PTP turun 10 kasus 

4 Pembunuhan 14 8 57,14 25 14 56,00% JTP naik 11 

Kasus, PTP naik 6 kasus 

5 Penganiayaan 

Berat 

117 87 74,36 113 89 78,76% JTP tarun 

Kasus,PTP naik 2 kasus 

6 Pembakaran 82 77 93,90 61 59 96,72 % JTP turun21 

kasus,PTP turun 18 kasus 

7 Uang Palsu 9 6 66,67 9 16 117,78 % JTP tetap 

PTP naik 10 kasus 

Jumlah 1602 754 134 1545 822 53,20%JTP naik 27 

Kasus,PTP naik 21 kasus 

Sumber : Satuan Reserse Kriminal Polres Tulang Bawang, April 2013 

 

Data yang ada terlihat bahwa dari segi kuantitas atau JTP (Jumlah Tindak 

Pidana) yaitu jumlah tindak pidana pencurian dengan kekerasan mengalami 

kenaikan dan prosentase penanganan atau PTP (Penyelesaian Tindak Pidana) oleh 

Polres Tulang Bawang  mengalami peningkatan. Sehingga harapan Penulis 

langkah-langkah yang diambil Polres Tulang Bawang khususnya dan Polri 

umumnya mampu meningkatkan kinerja polisi dalam penanganan tindak pidana 

pencurian dengan kekerasan walaupun di lihat dari segi prosentase sudah cukup 
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membanggakan. Oleh karena itu dalam rangka menyempurnakan kebijakan yang 

ada dengan harapan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tidak terjadi lagi 

karena mempunyai dampak yang luar biasa terhadap masyarakat terutama 

keluarga korban, berdampak terhadap hilangnya harta benda, nyawa dan beban 

psikis dari keluarga korban. 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup  

 

1. Permasalahan  

Mengingat dalam pembahasan Peranan Polri dalam menanggulangi Tindak 

Pidana pencurian dengan kekerasan mempunyai banyak aspek yang terkait maka 

dalam pembahasan dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

a. Bagaimanakah Kebijakan Polri dalam Menanggulangi Tindak Pidana 

Pencurian dengan Kekerasaan saat ini berdasarkan hukum positif di wilayah 

Hukum Polres Tulang Bawang? 

b. Bagaimanakah Kebijakan Polri dalam Menanggulangi Tindak Pidana 

Pencurian dengan Kekerasaan dimasa yang akan datang/ ideal di wilayah 

Hukum Polres Tulang Bawang? 

 

2. Ruang Lingkup  

Adapun batasan ruang lingkup dalam tulisan ini yaitu kebijakan Polri dalam 

menanggulangi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan berdasarkan hukum positif 

diwilayah hukum Polres Tulang Bawang yang meliputi 3 (tiga) kabupaten yaitu 

Kabupaten Tulang Bawang Induk, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Kabupaten 

Mesuji yang terjadi pada tahun 2012 sampai tahun 2013. 
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C. Tujuan Penelitiaan 

 

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana Kebijakan Polri dalam 

menanggulangi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasaan saat ini 

berdasarkan hukum positif di wilayah Hukum Polres Tulang Bawang.  

2. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana Kebijakan Polri dalam 

menanggulangi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasaan dimasa depan / 

ideal berdasarkan hukum yang dicita-citakan di wilayah Hukum Polres 

Tulang Bawang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan mempunyai  manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Akademik adalah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan di bidang 

ilmu Hukum Pidana, khususnya yang menyangkut mengenai Peranan 

Kebijakann Polri dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan 

Kekerasan dengan wilayah penelitian Wilayah Hukum Polres Tulang 

Bawang. 

2. Manfaat Praktis sebagai masukan dan untuk menambah wawasan bagi 

penulis khususnya, dan para pembaca pada umumnya termasuk masukan bagi 

pemerintah, aparat penegak hukum khususnya Polri dalam mengambil 

langkah-langkah kebijakan yang tepat dan efisien guna menciptakan satu 

sistem kondisi keamanan masyarakat atau Kamtibmas yang seimbang yang 

muaranya dapat mencegah/mengurangi terjadinya tindak pidana khususnya 
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dengan metode Perpolisian Masyarakat di Wilayah Hukum Polres Tulang 

Bawang. 

 

E. Kerangka Pemikiran dan Konseptual 

  

1. Kerangka Pemikiran 

Adapun teori-teori yang digunakan dalam menjawab permasalahan sesuai 

dengan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut: 

a. Teori Kebijakan Hukum Pidana 

Istilah "kebijakan" diambil dari istilah "policy" dalam Bahasa Inggris atau 

politiek dalam Bahasa Belanda. Dengan demikian, maka istilah kebijakan hukum 

pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam 

kepustakaan asing, istilah politik hukum pidana ini juga dikenal dengan berbagai 

istilah yang lain, diantaranya adalah penal policy, criminal law policy atau 

strafrechtspolitiek.  

 

Pendekatan kebijakan mencakup pengertian yang saling terkait antara 

pendekatan yang berorientasi pada tujuan, pendekatan yang rasional, pendekatan 

ekonomis dan pragmatis, serta pendekatan yang berorientasi pada nilai. Crime is 

designation, which means that crime is defined by other than criminals.  Crime is  

behavior subject to judgment of other. 
4
 Kejahatan adalah penunjukan, yang 

berarti kejahatan yang didefinisikan oleh selain penjahat. Kejahatan adalah 

perilaku tunduk pada penilaian lainnya. Sehingga kebijakan penegakan hukum 

                                                           
4
 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan 

Pidana Penjara, Semarang : Universitas Diponegoro Semarang, 1994, hlm.61. 
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sangat diperlukan untuk menanggulangi kejahatan. Kebijakan penegakan hukum 

pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan yaitu:
5
 

1) Tahap kebijakan legislatif (formulatif) yaitu menetapkan atau merumuskan 

perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh 

badan pembuat undang-undang. 

2) Tahap kebijakan yudikatif/aplikatif yaitu menerapkan hukum pidana oleh 

aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. 

3) Tahap kebijakan eksekutif/administratif yaitu melaksanakan hukum pidana 

secara konkrit, oleh aparat pelaksana pidana. 

 

Pada tahap kebijakan legislatif ditetapkan sistem pemidanaan, maka pada 

hakekatnya sistem pemidanaan itu merupakan sistem kewenangan/kekuasaan 

menjatuhkan pidana. Pidana tidak hanya dapat dilihat dalam arti sempit/formal, 

tetapi juga dapat dilihat dalam arti luas/material. Dalam arti sempit/formal, 

penjatuhan pidana berarti kewenangan menjatuhkan/mengenakan sanksi pidana 

menurut undang-undang oleh pejabat yang berwenang (hakim). Sedangkan dalam 

arti luas/material, penjatuhan pidana merupakan mata rantai proses tindakan 

hukum dari pejabat yang berwenang, mulai dari proses penyidikan, penuntutan, 

sampai pada putusan pidana dijatuhkan oleh pengadilan dan dilaksanakan oleh 

aparat pelaksana pidana. Hal ini merupakan satu kesatuan sistem penegakan 

hukum pidana yang integral. Oleh karena itu keseluruhan sistem/proses/ 

kewenangan penegakan hukum pidana itupun harus terwujud dalam satu kesatuan 

kebijakan legislatif yang integral. 

                                                           
5
 Ibid,hlm.92. 
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b. Teori Penegakkan Hukum Pidana 

G. Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa politik criminal harus rasional, 

kalau tidak demikian tidak sesuai dengan definisinya sebagai a rational total of 

the responses to crime. (Criminal Policy is the rational organization of the social 

reaction to crime). Upaya penanggulangan kejahatan dapat ditunjuk dengan: 

1. Penerapan hukum pidana (Criminal Law Application), 

2. Pencegahan tanpa pidana (Prevention Without Punisment) dan 

3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan 

lewat media massa (Influencing views of society on crime and 

punishment/mass media). 

 

Menurut Goldstein, upaya penegakan hukum pidana dapat dibedakan 

menjadi 3 (tiga) yaitu:
6
 

a. Total Enforcement (penegakan hukum sepenuhnya) 

Yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana substantive (substantive law 

of crime). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan, 

sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang 

antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, 

penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan. Hukum pidana substantive sendiri 

memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai 

syarat penuntutan pada delik aduan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut Area 

of no Enforcement (area di mana penegakan hukum pidana tidak dapat dilakukan 

                                                           
6
 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung : Citra Aditya 

Bakti, hlm.48. 
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sepenuhnya). Setelah ruang lingkup penegakan hukum yang bersifat total tersebut 

dikurangi Erea of no Enforcement, muncul bentuk penegakan hukum pidana yang 

kedua, yakni Full Enforcement. 

 

b. Full Enforcement (penegakan hukum secara penuh) 

Penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal, akan 

tetapi oleh Goldstein harapan itu dianggap not a realistic expectation, sebab 

adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat 

investigasi, dana, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukan 

discretions. 

 

c. Actual Enforcement 

Merupakan area yang dapat ditegakkan oleh hukum pidana, melihat pada 

kenyataannya bahwa peristiwa tersebut melibatkan banyak orang dalam hal ini 

para pengusaha maupun masyarakat. 

Upaya penegakan hukum yang dikemukakan oleh Goldstein di atas, maka 

untuk menganalisis tesis ini menggunakan upaya yang ketiga, yaitu actual 

enforcement. Hal ini dikarenakan kenyataan atau peristiwa yang ada di lapangan 

melibatkan banyak orang, baik masyarakat umum pengguna jalan, pengusaha, 

pemerintah dan penegak hukum. 

 

c. Politik Hukum Pidana 

Politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan 

kejahatan dengan hukum pidana. Usaha penanggulangan kejahatan atau tindak 

pidana dengan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari usaha 



16 
 

 

penegakan hukum (penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula 

dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari 

kebijakan penegakan hukum. 

 

d. Upaya Preemtif, Preventif dan Represif 

Kegiatan yang bersifat Preemtif dan Preventif yaitu kegiatan pencegahan 

yang dilakukan oleh petugas Polri maupun masyarakat itu sendiri. Polmas 

sebagai strategi berarti bahwa model perpolisian yang menekankan kemitraan 

sejajar antara polisi dengan masyarakat lokal dalam menyelesaikan dan mengatasi 

setiap permasalahan sosial yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat 

serta ketenteraman kehidupan masyarakat setempat diterapkan dengan tujuan 

mengurangi terjadinya kejahatan dan rasa ketakutan akan terjadi kejahatan serta 

meningkatkan kualitas hidup warga setempat. 

 

Petugas Polmas bertugas pokok melaksanakan tugas dan fungsi-fungsi 

operasional kepolisian yang berkaitan dengan operasionalisasi Polmas serta 

mendorong berfungsinya pranata Polmas dalam rangka menyelesaikan setiap 

permasalahan / gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi dan atau 

bersumber dari dalam lingkungan masyarakat setempat. Dalam rangka 

pelaksanaan tugas pokok tersebut, petugas Polmas: 

a. Menyelenggarakan fungsi deteksi; 

b. Melaksanakan fungsi-fungsi bimbingan dan penyuluhan masyarakat; 

c. Melaksanakan tugas-tugas kepolisian umum; 

d. Melaksanakan fungsi reserse kriminal secara terbatas; 
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e. Melaporkan setiap pelaksanaan tugasnya baik tertulis maupun lisan kepada 

Kapolsek. 

f. Mengambil tindakan kepolisian secara proporsional dalam hal terjadi 

perbuatan melawan hukum yang dipandang perlu, berkoordinasi dengan 

petugas kepolisian yang berkepentingan/ berwenang mengambil alih 

penanganannya. 

g. Menyelesaikan perkara ringan/pertikaian antar warga berdasarkan 

kesepakatan bersama antar pihak yang berperkara/bertikai dan bila diperlukan 

bersama FKPM. 

h. Mengambil langkah-langkah penertiban jika diperlukan sebagai tindak lanjut 

kesepakatan FKPM dalam memelihara keamanan lingkungan. 

 

Tindakan Represif berupa tindakan upaya paksa antara lain melakukan 

penangkapan terhadap para pelaku kejahatan, melakukan penggeledahan, 

penyitaan barang bukti, penahanan dan proses penyidikan sampai pelimpahan ke 

JPU.  

 

2. Konseptual 

a. Rekonstruksi adalah penyusunan (penggambaran) kembali. Berdasarkan judul 

yang dipilih, maka rekonstruksi yang dimaksud adalah konsep atau upaya ke 

depan terkait dengan kebijakan Polri dalam menanggulangi tindak pidana 

pencurian dengan kekerasan. 
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b. Tindak pidana, yaitu perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa 

melanggar larangan tersebut. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada 

unsur-unsur sebagai berikut: 

1) Perbuatan (manusia); 

2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat 

formil); 

3) bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil). 

c. Penanggulangan Kejahatan oleh POLRI, dapat dilakukan dengan sarana 

"Penal" dan "Non Penal", keduanya harus berjalan secara seimbang. Polri di 

dalam menanggulangi kejahatan khususnya Curras (Pencurian Dengan 

Kekerasan) juga melakukan 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan "Penal" 

yang berarti kegiatan yang bersifat Represif berupa tindakan upaya paksa 

antara lain melakukan penangkapan terhadap para pelaku kejahatan, 

melakukan penggeledahan, penyitaan barang bukti, penahanan dan proses 

penyidikan sampai pelimpahan ke JPU. Pendekatan "Non Penal" yang berarti 

kegiatan yang bersifat Preemtif dan Preventif yaitu kegiatan yang dilakukan 

oleh petugas Polri maupun masyarakat itu sendiri. 

 

 


